
PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

DI INDONESIA

Disertasi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan Disertasi guna memperoleh
gelar Doktor Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:
Dindin Syarief Nurwahyudin

NIM. 2387020001

PROGRAM DOKTOR STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025



PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

DI INDONESIA

Disertasi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan Disertasi guna memperoleh
gelar Doktor Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:
Dindin Syarief Nurwahyudin

NIM. 2387020001

PROGRAM DOKTOR STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025



i

LEMBAR PERSETUJUAN

Disertasi dengan judul: PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
Telah dibimbing, diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Sidang Ujian Terbuka

DEWAN PENGUJI

Nama Tanda Tangan Tanggal
Promotor Utama
Prof. Dr.H.AdangDjumhur,M.Ag
NIP. 195903211983031002 ............................... ......................

Promotor Pendamping 1
Prof. Dr. Hajam, M.Ag
NIP. 196707212003121002 ............................... ......................

Promotor Pendamping 2
Prof. Dr.H. Sugianto,M.H
NIP. 196702082005011002 ............................... ......................

Penguji Internal 1
Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag
NIP. 195901071992011001 ............................... ......................

Penguji Internal 2
Dr. H. Didi Sukardi, MH
NIP. 196912262009121001 ............................... ......................

Oponen Ahli 1
Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H.,
M.Hum., M.M
NIP. 195404241980031009

............................... ......................

Oponen Ahli 2
Prof. Dr. Adang Kuswaya, M.Ag.
NIP. 197205311998031002 ............................... ......................

Cirebon, 2025
Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag.
NIP. 197212201998031004



ii

PER NYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
N a m a : Dindin Syarief Nurwahyudin
NIM : 2387020001
Jenjang Program : Doktor
Program Studi : HKI

Pada Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis/disertasi ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil
penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan
dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati
disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan
sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya
pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 14 April 2025
Yang menyatakan

Materai

Dindin Syarief Nurwahyudin
NIM 2387020001



iii

Prof. Dr.H.AdangDjumhur,M.Ag
Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
————————————————————————

NOTA DINAS
Lamp. : 6 (Enam) Lembar
Hal : Penyerahan Disertasi

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana UIN
Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di

C I R E B O N

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa
disertasi saudari Dindin Syarief Nurwahyudin yang berjudul:
“PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA”
telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian naskah
disertasi Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 14 April 2025

Promotor Utama

Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag
NIP. 195903211983031002



iv

Prof. Dr.H.Kosim,M.Ag
Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
————————————————————————

NOTA DINAS
Lamp. : 6 (Enam) Lembar
Hal : Penyerahan Disertasi

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana UIN
Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di

C I R E B O N

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa
disertasi saudari Dindin Syarief Nurwahyudin yang berjudul:
“PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA”
telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian naskah
disertasi Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 14 April 2025

Ko-Promotor 1

Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 196401041992031004



v

Prof. Dr.H. Sugianto,M.H
Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
————————————————————————

NOTA DINAS
Lamp. : 6 (Enam) Lembar
Hal : Penyerahan Disertasi

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana UIN
Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di

C I R E B O N

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa
disertasi saudari Dindin Syarief Nurwahyudin yang berjudul:
“PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA”
telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian naskah
disertasi Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 14 April 2025

Ko-Promotor 2

Prof. Dr.H. Sugianto,M.H
NIP. 196702082005011002



vi

ABSTRAK

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga
Negara Asing (WNA) terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan
konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait kepemilikan harta dan
validitas perjanjian perkawinan. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang
Perkawinan, UUPA, putusan Mahkamah Konstitusi, dan hukum Islam
menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan dalam mengatur status harta
bersama maupun pemisahan harta. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah
bagaimana implikasi yuridis perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran
ditinjau dari hukum nasional dan hukum Islam, serta bagaimana merumuskan
model rekonstruksi yuridis yang lebih ideal dan aplikatif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan
studi empiris melalui analisis putusan pengadilan, wawancara terbatas dengan
praktisi hukum, dan penelusuran kasus-kasus sengketa harta dalam perkawinan
campuran. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus, pendekatan konseptual, serta analisis sosial-hukum
menggunakan teori living law dan maqāṣid al-syarī‘ah. Data empiris diolah dengan
teknik reduksi, kategorisasi, dan verifikasi model Miles & Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni regulasi yang
signifikan antara hukum positif dan hukum Islam terkait pengaturan harta dalam
perkawinan campuran, terutama dalam aspek kepemilikan tanah, validitas
perjanjian, dan perlindungan hak pasangan WNI. Perjanjian perkawinan dalam
praktik sering tidak efektif karena hambatan administratif, rendahnya pemahaman
aparatur, serta anggapan negatif masyarakat. Penelitian ini menawarkan model
rekonstruksi yuridis integratif yang memadukan prinsip perlindungan harta dalam
hukum nasional, nilai keadilan dan kesalingan dalam hukum Islam, serta kebutuhan
praktis pasangan perkawinan campuran.

Novelty penelitian ini terletak pada penyusunan model rekonstruksi yuridis
integratif yang menyelaraskan hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks
perjanjian perkawinan campuran serta menawarkan kerangka sinkronisasi regulasi
yang belum diuraikan dalam penelitian sebelumnya. Kontribusi ilmiah penelitian
ini adalah memberikan dasar konseptual dan rekomendasi praktis bagi pembuat
kebijakan, hakim, dan praktisi hukum dalam memperkuat perlindungan hak
kebendaan pasangan perkawinan campuran di Indonesia.
Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran, Hak Kebendaan,
Hukum Keluarga Islam, Rekonstruksi Yuridis
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ABSTRACT

Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA)
continue to increase each year, generating complex legal consequences, particularly
concerning property ownership and the validity of prenuptial agreements. The
disharmony among the Marriage Law, the Basic Agrarian Law (UUPA),
Constitutional Court decisions, and Islamic law creates legal uncertainty for
couples in determining the status of joint property as well as the separation of assets.
The main problems examined in this study include the juridical implications of
prenuptial agreements in mixed marriages from the perspectives of national law
and Islamic law, and the formulation of an ideal and applicable model of juridical
reconstruction.
This research employs a normative juridical method supported by empirical inquiry
through the analysis of court decisions, limited interviews with legal practitioners,
and the examination of property-related disputes in mixed marriages. The analysis
integrates statutory, case, and conceptual approaches, combined with socio-legal
perspectives using the theories of living law and maqāṣid al-sharī‘ah. Empirical
data were processed using the Miles & Huberman model of reduction,
categorization, and verification.
The findings reveal significant regulatory disharmony between positive law and
Islamic law in governing property within mixed marriages, particularly in relation
to land ownership, the validity of prenuptial agreements, and the legal protection
of Indonesian spouses. In practice, prenuptial agreements often lack effectiveness
due to administrative barriers, limited understanding among authorities, and
negative societal perceptions. This study proposes an integrative juridical
reconstruction model that harmonizes principles of asset protection within national
law, values of justice and reciprocity in Islamic law, and the practical needs of
couples in mixed marriages.
The novelty of this research lies in its development of an integrative juridical
reconstruction model that aligns national law with Islamic law in the context of
mixed-marriage prenuptial agreements, while providing a regulatory
synchronization framework absent in previous studies. The scientific contribution
of this dissertation is to offer conceptual foundations and practical
recommendations for policymakers, judges, and legal practitioners to strengthen
the protection of property rights for couples in mixed marriages in Indonesia.
Keywords: Prenuptial Agreement, Mixed Marriage, Property Rights, Islamic
Family Law, Juridical Reconstruction
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صخلملا

زييويزوينييب زاتطزوميب نيب زاتخملا زااززا تاالح داتزت (WNI) ززجاأاوو (WNA) اتا اااع نعي ا اااا
زالونااا ايا نإ زااززا. ةبق اا زدياةياح زحصق زجااطزا نتلليق قمعلي اا ايتا زال اعديعع ةاوطويق ز اًااا قخلي

زااازاا زجاااا زةاوطإ زااززاع ةاوطإ نيب (UUPA)ع زايرقعق زاتلاا زايامطاققع زاتصلتق زةرزازح
زلذاو زاتيمرلق زجااطزا زيعيق دصيقي يا زجازززا ايل زاداوطوا زايديب ايا اب تااق ناإ قدتي زيياسلايق
ةبق اا الدياةيق زاداوطويق زثاًاا يا زايازاق هذه دبصتبا زاما زارئينق زاتيلسلح زدمتتق زاتاايق. زاذاق يصق
وتطما حيايق ناإ نيايق زيياسلااع ززاداوطإ زاطوما زاداوطإ امظطا اب زاتخملا زااززا تاالح يا زااززا
زاداوطوا. زابماا ييااتع المطبيي زةانق اتااا
نتداانق زاتياطا زامظري زاداوطوا زاتمبا الإ زايازاق هذه دعمتي Empirical زجاتلاا دصليق لسلا اب
يا ناجااطزا زاتمعلدق زامازااح الإ ززاطةطو زاداوطوييبع زاتتااايب ام اصيزتع ادانسلح زنأرزا زادئائيقع
زاتداانق أاوو ناإ ززاتياهيتاع ززادئائا زاميرقعا زامصليق اماها نيب زايازاق زدياا زاتخملا. زااززا
زابياواح اعاااق دتت زةي زايرقعق”. ز“اداحي زاصا” “زاداوطإ وظرقما ناإ زاتنمميع زالأمتاايق-زاداوطويق
ززامصدي. ززامصميو زاللمازا يا زهطنرااإ” “ااقلا وتطما زيي زامارقبيق
دمظيت يا زيياسلايق ززايرقعق زاطيعا زاداوطإ نيب الصطم دمظيتا دعاات زأطتو زايازاق ومائا دليو
زتتاقق زااززاع ةبق اا زدياةياح زحصق زجاازياع نتلليق قمعلي ييتا ايتا زال زاتخملاع زااززا تزلق زاتلليق
زايااليق ناإ زااززا ةبق اا زدياةياح ديمدر اا ز لتيرا زاعتلاع زامطبيي زيا زييويزوينا. الطرو زاداوطويق زاصدطا
هذه زددمرو زانلبيق. زالأمتاايق ززالدااهاح زاتخمصقع زااباح نعب يبت زيعو زييتزاققع زاعطزئي ننبو
زاعيا زةيت زاطوماع زاداوطإ يا زجااطزا تتاقق اباتم نيب قئطزئت زاداوطوا زابماا ييااتع دلاالياا ا وتطمأا زايازاق
زاتخملا. زااززا يا زاعتليق زجازززا ززتمياأاح زيياسلايقع زايرقعق يا ززاتناززع
زايرقعق ام زاطوما زاداوطإ ييف قمنات زاداوطوا زابماا ييااتع دلاالا وتطما دططقر يا زايازاق هذه أيع زدلتب
يير زاممظيتيق التطززوق نواا دديقت ام زاتخملاع زااززا تزلق زااززا ةبق اا زدياةياح اياا يا زيياسلايق
اتليق زدطحياح وظري اااا دديقت يا زجاورزتق ابذه زاعلتيق زيييايق زدمتتق زاناندق. زايازااح يا انبطا
زاتخملا زااززا يا اوازززا زاتاايق زاصدطا تتاقق امعاقا زاداوطوييب ززاتتااايب ززادئاع زانياااح اصاوعا
نويزوينيا. يا
نااتع زيياسلايقع زجاارع ةاوطإ زاتلليقع تدطا زاتخملاع زااززا زااززاع ةبق اا زدياا صخلاتلملا: صخممللا
زاداوطوا زابماا
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